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ABSTRAK  

PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENUNTUTAN KASUS PENCABULAN ANAK 

MENGENAI KESEIMBANGAN KEPENTINGAN KORBAN DAN MASYARAKAT 

(Studi Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk) 

Oleh 

M. NUR ADITYA 

   

Dalam konteks kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara, anak-anak dianggap 

sebagai pilar utama masa depan bangsa juga generasi yang akan mewarisi cita-cita bangsa. 

Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak guna melanjutkan hidup, tumbuh, berkembang, 

berpartisipasi, juga mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, 

selain hak-hak sipil dan kebebasan yang mereka miliki. Dengan maraknya kasus pencabulan 

anak yang terjadi, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran penting dalam upaya menciptakan 

keadilan dan mempertimbangkan kepentingan korban serta masyarakat. Mereka merupakan 

pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang guna bertindak selaku penuntut umum serta 

menjalankan putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap. Selain 

menggunakan dasar pertimbangan yang objektif beserta subjektif, Jaksa Penuntut Umum juga 

melihat dampak akibat dari tindak pidana tersebut, faktor psikologi korban, serta 

mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian 

hukum empiris. Sumber hukum yang dipergunakan melibatkan bahan hukum primer juga 

sekunder, bersama dengan bahan hukum lainnya yang didapat melewati teknik argumentasi, 

deskripsi, juga evaluasi guna mendukung penyusunan karya ilmiah ini. Proses pengolahan data 

dilakukan dengan menerapkan teknik analisis kualitatif normatif.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya selain melalui 

penggunaan dasar pertimbangan objektif dan subjektif, Jaksa penuntut umum juga melihat 

dampak akibat dari tindak pidana tersebut, faktor psikologi korban, serta mempertimbangkan 

kepentingan korban dan Masyarakat. Pada dasarnya demi mencapai keseimbangan masyarakat, 

penuntut umum harus melihat kasus ini secara umum, memperhatikan dampak terhadap 

masyarakat dan bukan lagi pada korban. 

Penuntutan kasus pencabulan anak mengenai keseimbangan kepentingan korban dan 

masyarakat dapat lebih difokuskan pada analisis peran jaksa penuntut umum dalam 

menyeimbangkan kepentingan korban dan masyarakat dalam kasus-kasus pencabulan anak. 

Tulisan ini diharapkan dapat mencakup tinjauan terhadap proses penuntutan, kewenangan jaksa 

penuntut umum, serta implementasi prinsip-prinsip hukum dan keadilan dalam menangani 

kasus-kasus sensitif seperti pencabulan anak. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat 

mempertimbangkan perspektif peran Jaksa dalam konteks penuntutan terhadap anak yang 
menjadi korban tindak pidana khususnya pencabulan. 

Kata Kunci : Penuntut Umum, Anak,  Pencabulan Anak, Kepentingan korban dan masyarakat 
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ABSTRACT 

THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN THE PROSECUTION OF CHILD 

MOLESTATION CASES REGARDING THE BALANCE OF VICTIM AND COMMUNITY 

INTERESTS 

(Case Study Number 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk) 

By 

M. NUR ADITYA 

 

From the perspective of nation-building and governance, children are the future of the nation 

and the next generation to carry on the nation's aspirations, so every child has the right to 

survival, growth, and development, to participate, and to be protected from violence and 

discrimination as well as civil rights and freedoms. With the increasing cases of child 

molestation, the Public Prosecutor plays a significant role in creating justice and considering 

the interests of the victim and the community. The Public Prosecutor is an official authorized by 

law to act as a public prosecutor and to enforce court decisions that have obtained permanent 

legal force. In addition to using objective and subjective considerations, the public prosecutor 

also considers the impact of the crime, the victim's psychological factors, and the interests of 

the victim and the community.  

The method used in this study is normative and empirical legal research methods. The study 

utilizes primary legal materials, secondary legal materials, and additional legal materials 

acquired through the application of argumentation, description, and evaluation techniques, all 

of which contribute to the development of this scholarly work. Subsequently, the data 

processing involves the use of normative qualitative analysis processing techniques. 

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that in addition to 

using objective and subjective considerations, the public prosecutor also considers the impact 

of the crime, the victim's psychological factors, and the interests of the victim and the 

community. Basically, to achieve a balance in society, the public prosecutor must look at this 

case in general, pay attention to the impact on society and not just on the victim. 

The prosecution of child abuse cases regarding the balance of interests between the victim and 

society can be more focused on analyzing the role of the public prosecutor in balancing the 

interests of the victim and society in cases of child abuse. This article is expected to include a 

review of the prosecution process, the authority of the public prosecutor, and the 

implementation of legal principles and justice in handling sensitive cases such as child abuse. 

Additionally, this article is also expected to consider the perspective of the role of the 

prosecutor in the context of prosecuting children who become victim of criminal acts especially 

on child abuse. 

 

Keywords: Public Prosecutor, Child, Child Molestation, Victim and Community Interests 
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MOTTO 

 

 

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan 

buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar” 

(Qs. Al- Baqarah: 155) 

 

“Pendidikan Merupakan Senjata Paling Ampuh yang  

Bisa Kamu Gunakan Untuk Merubah Dunia.” 

(Nelson Mandela) 

 

“Kehidupan itu seperti langit yang selalu bergerak dan berubah” 

(Tanjirou Komado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

 

 

PERSEMBAHAN 

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan 

Ekuivalensi Skripsi ini dan kupersembahkan laporan ekuivalensi skripsi ini untuk orang–orang yang 

kusayangi: Ayahanda Eddy Syarif Usman Subing (alm) dan Supariyono (alm), serta Ibu yang sangat 

saya cintai Adriyana Umar dan Sri Tentrem.  

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayangmu yang sangat tiada pernah henti – hentinya dari 

aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku dan aku 

sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa aku untuk membalas semua 

cinta dan kasih sayang yang Kalian berikan padaku. 

Dan tidak lupa untuk Kakakku tersayang : Dina Tyagita Vidya, Nindya Adiwiyantari, dan Adikku 

tersayang : M. Romadhon, Endry Wigandiorang yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dalam 

setiap menjalani berbagai situasi dan kondisi, serta menjadi teman dalam keadaan senang dan 

sedih,Terimaksih Kakakku dan Adikku tersayang. 

Serta Almamater tercinta Program Sarjana Hukum Universitas Lampung 

tempatku            menuntut ilmu. 



xi  

xi 
 

SANWACANA 

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas rahmat dan hidayah-Nya Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi 

dengan judul “Peran Penuntut Umum dalam Penuntutan Kasus Pencabulan 

Anak Mengenai Keseimbangan Kepentingan Korban dan Masyarakat (Studi 

Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN.Tjk) Sebagai salah satu syarat untuk 

Ekuivalensi Skripsi semester 9 ini di Fakultas Hukum di Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepass dari 

bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan 

kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada : 

1. Ibu Prof Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, Selaku Rektor Universitas 

Lampung; 

2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung; 

3. Bapak M. Syarif, S.H., M.H. Selaku Asisten Pembinaan pada Kejaksaan 

Tinggi Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk 

melakukan magang dan penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung; 

4. Bapak Juli Antoro Hutapea, S.H., M.H., Bapak Sofyan Hadi, S.H., M.H., dan 

Bapak Arie Apriyansah, S.H., M.H. selaku Jaksa Pada Bidang Pidana Umum 

Sekaligus Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta 

memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun 

Ekuivalensi Skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA, Selaku Wakil Dekan I Bidang 

Akademik dan Kerjasama Fakultas Universitas Lampung; 

6. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Pembimbing akademik yang 

telah meluangkan waktu dan memberi Dorongan semangat Kepada Penulis 

dalam Melanjutkan Studi Di Fakultas Hukum Universitas lampung. 

7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. , dan Bapak Isroni Muhammad Miraj 

Mirza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang 

Ekuivalensi Skripsi 



xii  

xii 

 

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan 

pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan; 

8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. dan Bapak Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H. 

selaku dosen pembahas laporan akhir magang Ekuivalensi Skripsi yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan yang berarti 

kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini; 

9. Dosen Program sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat; 

10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah 

senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus 

segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas 

hukum Universitas Lampung; 

11. Seluruh Jaksa bidang Pidana Umum, staff, honorer, serta Keluarga Besar 

Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah menerima dengan baik dan 

memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga selama penulis 

melaksanakan kegiatan magang. 

12. Untuk orang tuaku tersayang Ibunda Dra. Adriyana Umar dan Sri Tentrem, 

terima kasih untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, dan 

pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari dari kecil hingga saat  ini, 

begitu berharga bagi investasi masa depan kehidupanku nanti; serta ayahku 

tersayang Eddy Syarif Usman Subing, S.E. (Alm) dan Supariyono (Alm), 

terima kasih karena telah menjadikanku sosok yang kuat saat ini. 

13. Untuk Nenekku tersayang Mbah Biyem (Alm) yang selalu ada dalam 

memberi doa dan selalu mendukung penulis dalam segala situasi dan juga 

selalu menantikan kesuksesanku di masa depan nanti; 

14. Untuk Kakakku tersayang Dina Tyagita Vidya, S.H., M.H., dan Nindya 

Adiwiyantari, S.E. yang selalu memberi dukungan serta semangat pada 

setiap proses yang dilalui oleh penulis. 

15. Untuk Adikku tersayang M. Romadhon dan Endry Wigandi yang selalu 

menghibur dan memberikan semangat pada setiap proses yang dilalui 

penulis. 



xiii  

xiii 

 

 

16. Untuk Kakak Iparku tersayang Miryando Eka Putra Basri, S.H., M.H., dan 

Yudhi Octa Duarsa, S.Pi. yang selalu memberikan dokongan dan semangat 

kepada penulis. 

 

17. Untuk Qoonitah Salma Putri Wardana, perempuan yang telah menemani 

penulis dalam pembuatan skripsi ini dan selalu memberi dukungan serta 

semangat pada setiap proses yang dilalui oleh penulis.  

18. Untuk teman-teman MBKM Batch V, Fillah Akram Ramadhansyah, Fikri 

Haykal, Muhammad Dafa Pansyadilla, Jenny Anisa, Permata Nayra 

Salsabilla Kirana, Ade Aprilia Putri, Angellisa Gabriella Simamora 

Terimakasih atas pengalaman yang berarti bagi penulis yang telah melewati 

kebersamaan dan berbagi cerita suka dan duka selama menjalani program 

magang ini; 

19. Untuk Staff Pidana Umum Kejati, Pak Rizal, Pak Pomo, Bang Ari, Bang 

Haspian Glori, Bang Sandri, Mba Deby, dan Kak Manda yang telah 

menemani dan memberi dukungan selama penulis magang 

20. Untuk Sahabat Sakato KOPI JAPRA, Rigo, Rifo, Ilham, Agam, Gandung, 

Kak Ega, Firhan, Juan, Waston, Haekal, Gusti, Ahviez, Theo, dan Hafiz. 

Terima kasih sudah selalu sabar mendengarkan segala keluh kesah penulis 

serta selalu menemani dan berjuang Bersama dengan penulis sejak awal 

perkuliahan hingg saat ini. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin; 

21. Untuk Sahabat GUDANG GARAM, Calakdo, Rama, Mem, Akbar, Rakan, 

Kiko, Anggra, Bani, Gindo, Bagas, dan Ajie. Terima kasih sudah selalu sabar 

mendengarkan segala keluh kesah penulis serta selalu menemani dan 

berjuang Bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingg saat ini. 

Semoga persahabatan kita akan terus terjalin. 

22. Kepada semua teman perjuangan di kampus yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu. Terima kasih karena telah menemani penulis sejak zaman Maba 

sampai sekarang dan selalu memberi dukungan. 

23. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, 

penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya 



xiv  

xiv 

 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir Magang ini. 

24. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung. 

 

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian laporan akhir ini, terima kasih atas semua bantuan dan 

dukungannya. Semoga Ekuivalensi Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat 

bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, 

serta 

pihak-pihak lain terutama bagi penulis. 

 

 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberian perlindungan dan 

kebaikan bagi kita semua, Amin. 

 

 

Bandar lampung, 20 Desember 2023  

 

 

 

 

M. Nur Aditya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv  

xv 

 

DAFTAR ISI 

 

ABSTRAK ........................................................................................................................... ii 

ABSTRACT ......................................................................................................................... iii 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................. Error! Bookmark not defined. 

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................................... vii 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................................... viii 

MOTTO .............................................................................................................................. ix 

PERSEMBAHAN ................................................................................................................ x 

SANWACANA.................................................................................................................... xi 

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... xv 

I. PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ......................................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian .................................................... 5 

1. Rumusan Masalah ................................................................................................ 5 

2. Ruang Lingkup Penelitian .................................................................................... 5 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian............................................................................... 6 

1. Tujuan Penelitian ................................................................................................. 6 

2. Kegunaan Penelitian ............................................................................................ 6 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ............................................................................ 7 

E. Sistematika Penulisan ............................................................................................. 12 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI................................................... 14 

A. Tinjauan Pustaka .................................................................................................... 14 

1. Jaksa dan Penuntut Umum ................................................................................. 14 

2. Pengertian Anak ................................................................................................. 17 

3. Tindak Pidana Pencabulan ................................................................................. 20 

B. Profil Instansi ......................................................................................................... 21 

1. Deskripsi Instalnsi............................................................................................... 22 

2. Visi daln Misi Instalnsi ......................................................................................... 22 

3. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................... 24 

4. Sejalralh Lokalsi Tempalt Malgalng ......................................................................... 27 

C. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung ..................................................... 34 



xvi  

xvi 

 

III. METODE PENELITIAN ............................................................................................ 35 

A. Pendekatan Masalah ............................................................................................... 35 

B. Sumber dan Jenis Data ........................................................................................... 35 

C. Penentuan Narasumber ........................................................................................... 37 

D. Prosedur Pengumpulan Data ................................................................................... 37 

E. Analisis Data .......................................................................................................... 38 

IV. PEMBAHASAN .......................................................................................................... 39 

1.Peran Penuntut Umum Dalam Melakukan Tuntutan Terhadap Putusan Nomor 

1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk ........................................................................................ 39 

2. Kesesuaian/Perbandingan Antara Tuntutan Penuntut Umum Dan Putusan Hakim Pada 

Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN.Tjk ditinjau dari keseimbangan kepentingan 

korban dan masyarakat ............................................................................................. 43 

V. PENUTUP ................................................................................................................... 50 

KESIMPULAN ............................................................................................................ 50 

SARAN ........................................................................................................................ 51 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... 52 

LAMPIRAN ....................................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
1
 Jaksa merupakan pegawai negeri yang bertugas di 

Kejaksaan Republik Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2021 yang 

menggantikan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah 

satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan 

supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta 

pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang 

baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di 

bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara 

merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya 

(Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).
2
  

Pengertian jaksa menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah pejabat fungsional yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 

wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum merupakan 

Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan 

melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
3
  

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa harus bertindak berdasarkan 

hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan 

serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam 

                                                             
1 Kejaksaan Negeri Kota Bandung. TUGAS POKOK DAN FUNGSI. https://www.kejari-

bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi diakses pada 15 September 2023 
2
 Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. 

3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN 

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK 

INDONESIA. 

https://www.kejari-bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi
https://www.kejari-bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi
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masyarakat serta menjaga martabat profesinya.
4
 Hal ini menegaskan bahwa seorang 

jaksa didalam penegakan keadilan juga harus menggunakan hati nuraninya. 

 Maraknya kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia menyadarkan kita akan 

keberadaan anak tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan 

keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.
5
 Hak anak telah secara tegas diatur dalam 

Pasal 28 B ayat (2) konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai 

kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua 

selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak 

terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.
6
 

Dalam menangani kasus pencabulan anak, Penuntut Umum memiliki peran yang besar 

dalam menumpas tindak pidana tersebut, ini mengharuskan setiap Penuntut Umum agar 

dapat memiliki keterampilan yang hebat dalam memahami Peraturan Perundang-

Undangan yang akan mereka pakai sebagai penyidik dan penuntut umum dalam kasus-

kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.  

Berdasarkan beberapa sumber yang ditemukan, terdapat beberapa data kasus 

pencabulan terhadap anak di Bandar Lampung, yaitu: Sepanjang tahun 2023, terdapat 8 

kasus kekerasan pada anak di Bandar Lampung. Dari jumlah tersebut, kasus 

persetubuhan terhadap anak merupakan kasus terbanyak; Pada tahun 2022, terdapat 163 

kasus kekerasan yang dialami oleh anak di Provinsi Lampung. Dari jumlah tersebut, 

73% berusia 0-17 tahun; Pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan atas perempuan dan 

anak di Kota Bandar Lampung tercatat sebanyak 142 laporan. Namun, pada tahun 2023, 

jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bandar Lampung turun 

menjadi 307. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus yang penulis ingin teliti (Studi 

Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk). David Hendarmono (30 tahun) yang 

merupakan sepupu dari Anak Korban Muhammad Wildan pada Bulan September 2019 

                                                             
4 Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 8 Ayat (4) 
5 Armando Brilian H. Lukar. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  

YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Lex Crimen Vol. II/No. 
7/November/2013. II(7), 53–62. Hlm. 54 
6 Nikmah Rosidah,Sistem Peradilan Pidana Anak hal.1, diakses dari 

http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/ , diakses pada 12 Juli 2023 
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sampai dengan April 2020 bertempat di Jl. Gajahmada No. 41 Kel. Sidodadi Kec. 

Kedaton Bandar Lampung, disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, Melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan atau membujuk anak Muhammad Wildan Raihan Bin Misdan yang masih 

berumur 14 tahun melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.  

Sanksi pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan jika dibandingkan dengan Undang-

Undang Perlindungan Anak, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku 

persetubuhan anak yang masih di bawah umur sesuai dengan dalam Pasal 81 Jo Pasal 

76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Larangan Tindak Pidana 

Persetubuhan sebagaimana tertuang dalam Pasal 76D berbunyi: 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”  

Selanjutnya terkait dengan sanksinya telah diatur dalam Pasal 81 berbunyi : 

 (1) “Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 4 paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 

 (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi Setiap 

Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 

membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”  

(3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh 

Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya 

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).” 

Menimbang dari berbagai unsur, bukti-bukti, kesaksian dan keterangan ahli, Penuntut 

Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 

(sepuluh) tahun  penjara dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta 

rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Sedangkan Hakim menjatuhkan pidana 

terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama  6 (enam)  tahun dan 6 (enam) bulan 
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dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)  dengan ketentuan jika 

denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 

Contoh kasus di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa kejahatan pencabulan dapat 

terjadi dimana saja, kapan saja, dan bahkan dilakukan oleh pelaku yang tidak terduga. 

Anak-anak yang menjadi korban sebenarnya telah kehilangan banyak hal, kehilangan 

harga diri dan harkat dan martabatnya, serta mengalami trauma psikologis yang akan 

berdampak buruk bagi kehidupan mereka. jarang terjadi di mana penuntut umum yang 

berperan sebagai penyidik dan penuntut mengajukan tuntutan yang tidak sesuai atau 

kurang tepat dengan realitas yang ada. Padahal sudah seharusnya Penuntut Umum 

selaku penuntut melayangkan tuntutan kepada pelaku kekerasan seksual dengan 

memperhatikan kepastian dan kemanfaatan hukum. Penuntut Umum juga harus 

mempertimbangkan keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat agar terciptanya 

suatu keadilan bagi korban dengan dipenuhi haknya dan memberikan efek jera terhadap 

masyarakat dan pelaku tindak pidana.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, oleh karenanya penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Penuntut Umum dalam Penuntutan Kasus 

Pencabulan Anak Mengenai Keseimbangan Kepentingan Korban dan Masyarakat” 

(Studi Putusan Nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk) antara lain adalah untuk mencari 

kebenaran materiil, mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada, memperhatikan peran 

penuntut umum serta tanggung jawabnya, serta memahami bagaimana cara agar 

terciptanya suatu keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat dalam tahap 

Penuntutan. Penulis ingin meneliti hal terkait secara lebih mendalam menggunakan teori 

yang relevan melalui karya tulis ilmiah ini. 
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Rumusan Masalah 

Berdalsa lrkaln la ltalr bela lkalng ya lng tela lh diura lika ln dia ltals, ma lkal rumusa ln perma lsalla lha ln 

dalri penelitia ln ini a ldalla lh seba lgali berikut :  

1. Bagaimana peran Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan terhadap putusan 

nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk?  

2. Bagaimanakah kesesuaian/perbandingan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim 

pada putusan nomor 1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk ditinjau dari keseimbangan kepentingan 

korban dan masyarakat ? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada kajian bidang hukum pidana yang membahas 

mengenai peran penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa 

pencabulan anak di Kejaksaan Tinggi Lampung. Penilitian dibatasi pada kajian 

kebijakan hukum pidana yang hanya menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab permasalahan hukum yang 

sedang terjadi dan memberikan solusi dalam pemecahan atas permasalahan di atas. 

Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan dilaksanakan pada tahun 

2023. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telak dikemukakan di atas, maka penulis 

memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:   

a. Untuk mengetahui peran penuntut umum dalam proses penuntutan.  

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang Penuntut Umum demi mewujudkan 

keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat dalam penuntutan. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap tulisan dan pembahasan ini 

dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan, yaitu: 

a. Secara Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan karya tulis ilmiah dan 

menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan peran 

Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa pencabulan anak. 

b. Secara Praktis 

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai masukan serta 

berkontribusi dalam penegakan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum baik 

dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan dalam kasus pencabulan anak. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang digunakan dalam penelitian atau 

perencanaan untuk mengorganisir dan mengintegrasikan gagasan, teori, dan konsep 

yang relevan. Kerangka teoritis membantu mengarahkan penelitian atau perencanaan 

dengan menyediakan landasan konseptual yang kuat dan memungkinkan peneliti atau 

perencana untuk menghubungkan temuan atau rekomendasi mereka dengan literatur 

yang ada.
7
 Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan penulis, 

maka penulis menggunakan teori : 

A. Teori Peran 

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan 

suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan 

ilmu pengetahuan.
8
 Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 

yaitu sebagai berikut : 

1. Peran Aktif: Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena 

kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, 

pejabat, dan lainnya sebagainya. 

2. Peran Partisipatif: Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota 

kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna 

bagi kelompok itu sendiri. 

3. Peran Pasif: Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, 

dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada 

fungsi–fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.  

Kemudian menurut Riyadi
9
 peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari 

bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, 

sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang 

                                                             
7 Yusianto, R., Arif, M., Antono, V., Pasca, P., Magister, S., Industri, T.D., umum, B.S., & Teoritis, K. 

(2008). IMPLEMENTASI ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) DALAM PEMILIHAN 
CALON PRESIDEN RA PADA PEMILIHAN UMUM SECARA LANGSUNG TAHUN 2009. 
8 Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara. 
9 Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan 
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atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara 

struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana 

didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan 

pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan 

seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya 

menjalankan berbagai peran. 

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang 

ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi 

bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan 

tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu 

tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu 

kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat 

dilakukan dengan sebaik – baiknya. 

B. Teori Keadilan Aristoteles 

Dalam sejarah tercatat para filosof Yunani Kuno terutama Socrates, Plato dan 

Aristoteles, mereka banyak membahas tentang keadilan dari tataran ide dan konsep 

sampai tataran praktisnya di mana dan kapan keadilan itu diterapkan atau ditegakan. 

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean 

ethics, politics, dan rethoric. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu 

pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan hak 

persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia 

sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua 

orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional 

memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi 

yang telah dilakukanya.
10

Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan 

numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap 

manusia sebagai satu unit. Lebih lanjut dia membedakan jenis keadilan menjadi 

                                                             
10 Cory Vidiati,dkk. 2023. Pengantar Filsafat Hukum. Sukabumi: Haura Utama. Hlm.69 
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distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik
11

 dan yang 

kedua dalam hukum perdata dan pidana. 

1. Keadilan Distributif memberikan setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi 

memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas 

keseimbangan. Dalam kata lain Aristoteles berpendapat jika setiap pihak mendapatkan 

apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dalam konteks negara dan masyarakat, 

contoh keadilan distributif adalah tiap pihak secara sama rata membayar biaya jalan tol 

untuk menggunakan fasilitas negara 

2. Keadilan Korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan 

sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau 

memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Keadilan ini berlaku dalam 

hukum publik
12

, sedangkan keadilan diskriptif atau distributif berlaku dalam hukum 

perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korektif sama-sama 

rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam 

kerangkanya. Dalam wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, 

bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan 

korektif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh 

misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. 

Keadilan distributif
13

 menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, 

dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalammasyarakat. Dengan 

mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak 

Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang 

berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang 

sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan 

korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar 

atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi 

yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka 

hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, 

ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau 

                                                             
11

 AA. Qadri, 1987, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim, 
PLP2M, Yogyakarta.  
12 Abidin, Ibn. 1994. Raddu al-Mukhtar “ala al-Durri al-Mukhtar. Dar al-Kutubal- ’ilmiah.Beiru 
13 Atmoredjo, Sutjito bin 2009, Negara Hukum Dalam Persfektif Pancasila Proseding Pancasila, Jakarta 
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telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. 

Maka dari itu, penulis berharap agar teori ini dapat diterapkan dalam penelitian yang 

akan dilakukan. 

Teori keadilan Aristoteles sangat penting dalam menyelesaikan skripsi mengenai 

penuntutan karena teori ini memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana 

keadilan harus diterapkan dalam sistem hukum. Konsep keadilan distributif yang 

diperkenalkan oleh Aristoteles, misalnya, dapat membantu memastikan bahwa setiap 

individu menerima bagian yang sesuai dan proporsional dengan kontribusinya, 

kemampuannya, atau prestasinya. Dalam konteks penuntutan, konsep ini dapat 

membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang sah 

dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bahwa hak-hak korban dan tersangka 

terlindungi dengan baik. Selain itu, teori keadilan Aristoteles juga dapat membantu 

memastikan bahwa proses penuntutan dilakukan secara adil dan transparan, dan bahwa 

semua pihak yang terlibat dalam proses hukum diperlakukan secara sama di hadapan 

hukum. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan skripsi mengenai penuntutan, penting 

untuk mempertimbangkan konsep keadilan Aristoteles dan bagaimana konsep ini dapat 

diterapkan dalam konteks penuntutan untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi 

semua pihak yang terlibat. 

 

 

2. Konseptual 

Konsepsi merupakan usaha agar membawa sesuatu dari abstrak menjadi hal yang 

konkrit, sedangkan konseptual menjelaskan hubungan antar konsep dalam konteks 

pelaksanaan penelituan. Penelitin ini memiliki beberapa istilah yang harus diberikan 

Batasan pengertian atau makna yang hubungan dengan yaitu: 

a. Penegakan Hukum adalah Upaya untuk mewujudkan ide serta konsep-konsep mengenai 

keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial menjadi nyata.
14

 

                                                             
14 Satjipto Rahardjo. 2010. MASALAH PENEGAKAN HUKUM (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS). 

BANDUNG: SINAR BARU. 
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b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah 

lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta 

kewenangan lainnya. Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, 

Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri yang merupakan satu kesatuan yang 

utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. 
15

 

c. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dengan hukuman 

yang dijatuhkan keapda mereka yang melanggarnya. Perbuatan yang bertentangan 

dengan norma atau mengganggu ketertiban hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja 

maupun tidak sengaja oleh pelaku.
16

 

e. Sistem Peradilan Pidana adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana, mulai 

dari tahap penyidikan sampai dengan tahap putusan pengadilan. Sistem ini bertujuan 

untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia, sistem 

peradilan pidana juga mengatur penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana 

berdasarkan usia, di mana anak yang belum berumur 12 tahun akan ditangani di luar 

peradilan pidana. Selain itu, sistem peradilan pidana juga mengutamakan pendekatan 

keadilan restoratif dan diversi dalam menyelesaikan perkara. 

f. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara 

anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap 

pembimbingan setelah menjalani pidana. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan sistem 

peradilan pidana anak di Indonesia antara lain adalah perlindungan, keadilan, non 

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan 

hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan 

pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran balasan. 
17

 

                                                             
15 Annisa Medina Sari. 2023. PENGERTIAN, SYARAT, SERTA PERAN PROFESI JAKSA. Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 
16 Moeljanto. 1993. PERBUATAN PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM 

PIDANA. Jakarta: Bima Aksara. 
17 Mahir Sikki. 2023. Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan Negeri Palopo kelas 1B 
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g. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah". 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

"Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana". Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak 

yang masih di bawah umur dianggap sebagai anak. Definisi anak menurut hukum dapat 

bervariasi tergantung pada peraturan yang mengaturnya, namun umumnya mencakup 

usia di bawah 18 tahun dan belum menikah. 

h. Pencabulan anak merupakan perbuatan kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai 

korban. Tindak pidana ini seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, seperti 

ayah atau orang tua lainnya. Pencabulan anak melanggar kesopanan dan kesusilaan di 

luar pernikahan, dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban. 

i. Teori peran menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis 

dari kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat. Peran seseorang dapat berubah 

sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam konteks sosiologi, teori peran 

Soerjono Soekanto menekankan bahwa peran seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial dan lingkungan, dan peran tersebut dapat berdampak pada interaksi antarindividu 

dalam masyarakat.
18

 

j. Kepentingan korban adalah hak-hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana, seperti 

hak atas keadilan, pemulihan, dan kompensasi. Kepentingan masyarakat adalah hak-hak 

yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan, seperti hak atas keamanan, 

ketertiban, dan keadilan. 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistema ltika l Penulisa ln Skripsi ini terdiri da lri lima l ba lb, untuk mempermuda lh 

pema lha lma ln penulisa ln seca lral keseluruha ln aldalpun sistema ltika l penullisa ln skripsi ini 

seba lgali berikut:  

                                                             
18 Fahma, A.R. (2018). Pergeseran peran ninik mamak dalam membentuk keluarga sakinah pada 

masyarakat minangkabau perspektif teori peran: Studi Kasus Malalak Timur Kabupaten Agam Sumatera 

Barat. 
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I. PENDA lHULUA lN  

Paldal ba lb ini berisi penda lhulua ln penyusuna ln penulisa ln skripsi ya lng terdiri da lri la ltalr 

bela lkalng penelitia ln, rumusa ln perma lsa lla lha ln, tujua ln da ln ma lnfa lalt penelitia ln, da ln 

sistema ltika l penulisa ln.  

 

II. TINJA lUAlN PUSTA lKAl  

Paldal ba lb ini berisi tinja lua ln pustalkal, balgia ln ini menjela lska ln mengena li litera ltur ya lng 

alkaln mengura lika ln tentalng kepustalkalaln penelitia ln mengena li pokok – pokok ba lha lsa ln 

ya lng dia lmbil da lri berba lgali referensi terdiri da lri pengertia ln Jaksa, Penuntut Umum, 

Anak, dan Pencabulan. 

 

III. METODE PENELITIA lN  

Paldal balb ini berisi metode alpal ya lng alkaln diguna lkaln dalla lm penelitia ln, ba lgia ln ini terdiri 

dalri pendeka ltaln ma lsalla lh, sumber daln jenis da ltal, teknik pengumpula ln daln pengola lha ln 

daltal sertal alna llisis da ltal.   

 

IV. HAlSIL PENELITIA lN DAlN PEMBAlHAlSAlN  

Paldal balb ini berisi deskripsi berupa l penya ljia ln daln pemba lha lsaln da ltal ya lng tela lh 

dida lpaltkaln da lri penelitia ln ini, ya lng terdiri da lri deskripsi peran Penuntut Umum serta 

keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat.   

 

V. PENUTUP  

Paldal ba lb ini berisika ln kesimpula ln umum da lri ha lsil a lna llisis da ln pemba lha lsaln penelitia ln 

ya lng tela lh dila lkukaln, sertal berba lgali sa lraln sesua li denga ln perma lsa lla lha ln ya lng ditujuka ln 

kepalda l piha lk - piha lk ya lng terkalit denga ln penelitia ln 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Jaksa dan Penuntut Umum 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 

serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. 
19

 Mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan 

sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam 

menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak 

asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Didalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga 

pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuaasaan kehakiman yang 

melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah 

dan  pengaruh kekuasaan lainnya. (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2021). 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa 

Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan 

Diklat Kejaksaan RI serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan 

bangsa. 

 Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan 

dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan 

                                                             
19 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
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dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali 

proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat 

menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak 

berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. 

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana 

putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, 

Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha 

Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha 

Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan 

tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan 

pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
20

 

Jaksa adalah seorang profesional hukum yang memegang kekuasaan di bidang 

penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Jaksa memiliki beberapa tugas dan peran, antara lain: 

a. Jaksa Penyelidik : melakukan penyelidikan atas suatu perkara yang 

dilaporkan atau ditemukan oleh kepolisian atau instansi terkait. Dalam 

melakukan penyelidikan, jaksa penyelidik memiliki kewenangan untuk 

memeriksa saksi, meminta keterangan ahli, mengumpulkan bukti, dan 

melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah selesai 

melakukan penyelidikan, jaksa penyelidik akan menentukan apakah 

perkara tersebut layak untuk ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak. 

b. Jaksa Penyidik : melakukan penyidikan atas suatu perkara yang telah 

ditingkatkan dari penyelidikan. Dalam melakukan penyidikan, jaksa 

penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan jaksa 

penyelidik. Jaksa penyidik dapat memeriksa tersangka, mengeluarkan 

surat perintah penangkapan, melakukan penggeledahan, dan melakukan 

tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah selesai melakukan 

penyidikan, jaksa penyidik akan menentukan apakah perkara tersebut 

layak untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan atau tidak. 

                                                             
20 https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan diakses pada 6 Oktober 2023 

https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan
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c. Jaksa Penuntut Umum : melakukan penuntutan atas suatu perkara di 

pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. Jaksa eksekutor kejaksaan bertanggung jawab untuk 

mengeksekusi hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. 

Jaksa juga memiliki wewenang lain, yaitu bertindak sebagai Jaksa Pengacara 

Negara (JPN) yang dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata 

Usaha Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang 

sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang 

lain.
21

 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
22

 Di bawah ini 

merupakan tugas dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum, antara lain : 

Tugas  : 

a. Menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya 

sesuai ketentuan undang-undang. 

b. Menyelidiki, menuntut, dan mengawasi kasus-kasus pidana untuk 

mencapai keadilan dan menegakkan hukum. 

c. Melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu 

tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke 

pengadilan yang berwenang mengadili. 

d. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

e. Melindungi kepentingan hukum negara dan masyarakat secara umum.
23

 

Kewajiban : 

                                                             
21 https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-syarat-serta-peran-profesi-jaksa/ diakses pada 10 Oktober 

2023 
22

 https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/info-internal/jaksa-dan-penuntut-

umum-emangnya-beda diakses pada 10 Oktober 2023 
23 https://fahum.umsu.ac.id/syarat-dan-tugas-utama-jaksa-penuntut-umum/ diakses pada 10 

Oktober 2023 

https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-syarat-serta-peran-profesi-jaksa/
https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/info-internal/jaksa-dan-penuntut-umum-emangnya-beda
https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/info-internal/jaksa-dan-penuntut-umum-emangnya-beda
https://fahum.umsu.ac.id/syarat-dan-tugas-utama-jaksa-penuntut-umum/
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a. Memegang asas-asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegakan 

hukum yang bersifat independent.
24

 

b. Memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab dalam 

menjalankan fungsinya.
25

 

c. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 

penyidik pembantu. 

d. Melakukan peninjauan terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak 

memadai, mengajukan banding jika diperlukan, dan melakukan tindakan 

hukum lainnya yang berhubungan dengan kepentingan negara. 

e. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan.
26

 

  

2. Pengertian Anak 

Anak merupakan titipan atau amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam diri 

tiap anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia apa adanya. Anak adalah 

generasi muda penerus bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu 

harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari 

perbuatan buruk seseorang. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah 

keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau 

persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. 

Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo 

Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:” kecuali 

dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula 

sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib 

ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua 

itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.
27

 

                                                             
24 (FANNYN, 2019). BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1–64. Gastronomía Ecuatoriana y 

Turismo Local., 1(69), 5–24. diakses pada 10 Oktober 2023 
25

 Ibid  
26 https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-

lt5d94210cbf1d6/ diakses pada 10 Oktober 2023 
27 Tolib Setiady. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia. Alfabeta, Bandung. 2010. hal. 173. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/


18  

 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menentukan secara jelas 

pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur. 

Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang 

menyatakan bahwa: “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum 

dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, 

hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan 

kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau 

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana 

apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran 

berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 

532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena 

melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya 

telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.” 

Menurut R.A. Koesnan “Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa 

dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.
28

 

Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan 

tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak 

justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki 

hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa 

dan pelanggaran terhadap hak-haknya.
29

 Dengan demikian, sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa anak merupakan 

orang yang belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun. 

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) definisi anak adalah manusia yang umurnya 

belum mencapai 18 tahun. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemerintah 

Indonesia merujuk kepada UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi 

ILO 138, dinyatakan bahwa usia minimum diperbolehkan bekerja untuk 

pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral 

                                                             
28 R.A. Koesnan. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung :Sumur. 2005. hal. 

113. 
29 Arif Gosita. Masalah perlindungan Anak. Jakarta : Sinar Grafika. 1992. hal. 28. 
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anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 1 Konvensi tentang 

Hak Anak menentukan bahwa : untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak 

berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut 

undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” 

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, 

dijelaskan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, 

yang perlu kita jaga sebab memiliki harkat, martabat, juga hak-hak sebagai 

manusia yang perlu dihormati. Hak asasi anak ialah bagian integral dari hak asasi 

manusia yang diatur Undang-Undang Dasar 1945 beserta Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa 

dan bernegara, anak dianggap sebagai pilar masa depan bangsa juga generasi 

penerus cita-cita bangsa. Karenanya, tiap anak memiliki hak untuk kelangsungan 

hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi, serta perlindungan dari segala 

bentuk kekerasan, diskriminasi, hak sipil, dan kebebasan.
30

 

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana 

Anak, ditegaskan bahwa penentuan batasan usia anak menjadi hal yang sangat 

signifikan pada kasus pidana anak, sebab digunakan guna mengidentifikasi 

apakah seorang individu yang diduga melangsungkan kejahatan dapat 

dikategorikan sebagai anak atau bukan. Beberapa negara memiliki variasi dalam 

menetapkan batasan usia anak yang mampu dihukum, dan definisi anak atau 

dewasa dalam beberapa negara dapat bergantung pada usia, aktivitas, atau tingkat 

kematangan pikiran seseorang. 

Pengertian anak juga termaktub dalam Pasal 1 Convention on the Rights of the 

Child, di mana anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 

tahun, kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku pada anak, kedewasaan 

sudah didapat sebelumnya. Selain itu, Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti yang 

diterangkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terkait 

Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dipahami sebagai kerangka hukum yang 

mengatur proses penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam masalah hukum. 

                                                             
30 Nikmah Rosidah.2019. Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung :Aura Publishing. 

 hal. 7. 
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Anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No. 11 Tahun 2012 terkait 

Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup: 

1. Menurut Pasal 1 angka 3, disebut anak mereka yang berusia 12 (dua belas) 

tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga 

melangsungkan tindak pidana. 

2. Sesuai dengan Pasal 1 angka 4, anak korban ialah anak yang belum mencapai 

usia 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. 

3. Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa anak saksi, yaitu anak yang belum 

mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan dapat memberikan keterangan 

yang berguna dalam penyelidikan, penuntutan, dan persidangan perkara 

pidana yang telah dia alami atau saksikan sendiri. 

Menurut Pasal 1 angka 3, anak merujuk pada individu yang telah menginjak usia 

12 (dua belas) tahun tetapi belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun serta 

diduga terlibat pada tindak pidana. 

 

3. Tindak Pidana Pencabulan 

Tindak pidana pencabulan anak ialah sebuah kejahatan seksual yang dilakukan 

oleh seseorang terhadap anak di bawah umur dengan cara melampiaskan nafsu 

seksualnya. 
31 Kejahatan tersebut memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas 

kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikannya. 

Dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menjadi 

ancaman terhadap keberlangsungan pembangunan juga masa depan anak-anak 

sebagai generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.
32

Tindak pidana 

pencabulan anak termasuk kejahatan terhadap kesusilaan dan dapat dijerat dengan 

hukuman yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia 

                                                             
31

 Laden Marpuang, 2004, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya , Jakarta : 

Sinar grafika, hlm 50 25, 25–36. 
32 Brahmanta, G. N. A. S. (2017). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. 

Jurnal Analogi Hukum, 3(3), 355–362. 
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Menurut Sudarsono, istilah "cabul" merujuk pada tindakan yang keji dan kotor 

serta tidak senonoh karena melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, umumnya 

diatur dalam KUHP. Cabul dapat mencakup tindakan mencampuri yang seringkali 

terjadi terhadap kehormatan perempuan, seperti tindak perkosaan atau 

pelanggaran hak dan kedaulatan. Hal ini diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang 

menyatakan bahwa seseorang yang mempergunakan kekerasan ataupun ancaman 

kekerasan memaksa seorang wanita guna melangsungkan hubungan seksual di 

luar perkawinan dapat dikenai hukuman penjara maksimal dua belas tahun. 
33

  

Pembenaran untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai kejahatan dimulai 

dari pandangan bahwa tindakan yang merusak atau perilaku tidak senonoh secara 

umum seharusnya dikenakan sanksi pidana.
34

 Pencabulan ialah tindak pidana 

yang melanggar kesopanan juga kesusilaan individu terkait alat kelamin ataupun 

bagian tubuh lain yang mampu merangsang nafsu seksual. Pencabulan masuk 

pada kategori tindak pidana aduan, di mana penuntutannya bergantung pada 

laporan yang diajukan oleh pihak korban. 
35

 

Pada konteks makna, "cabul" berkaitan erat dengan konsep kesusilaan, yang 

mengacu pada norma-norma perilaku yang baik, sopan santun, keadaban, dan adat 

istiadat yang sesuai.
36

 Dengan demikian, perbuatan cabul dapat diartikan sebagai 

tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan atau adat istiadat yang baik 

(keadaban). 

Dalam perspektif hukum pidana, kesusilaan dipandang sebagai aspek moral yang 

mencakup unsur-unsur seksualitas manusia.
37

 Arah pandangan lain, seperti yang 

Soesilo sampaikan, menafsirkan kesusilaan dalam bahasa Belanda sebagai zeden 

atau eerbaarheid, yang merujuk pada perasaan malu terkait nafsu kelamin.
38

 

                                                             
33 Sudarsono. (2005). Kamus Hukum.Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara. 
34 Faisal, N. S. (2017). Kriminologi (Suatu Pengantar). Medan: CV. Pustaka Prima. 
35 Sudaryono, & Surbakti, N. (2005). Hukum Pidana. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
36 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
37

 Wirdjono Prodjodikoro, 1986,Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco,Bandung, 

h.110-111. 
38 R.Soesilo,1994,Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan),Politeia, 

Bandung,h.204. 
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B. Profil Instansi 

1. Deskripsi Instalnsi 

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan institusi kejaksaan Republik Indonesia 

yang memiliki yurisdiksi di Provinsi Lampung. Kantor Kejaksaan Tinggi 

Lampung terletak di Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. 

Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kepala 

Kejaksaan Tinggi Lampung saat ini adalah Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., 

M.H. 

 

 

Gambar I. Logo Kejaksaan 

 

2. Visi daln Misi Instalnsi  

Visi Kejaksaan Tinggi Lampung :  

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan 

Akuntabel"  

Dengan Penjelasan :  

- Kejaksaan Republik Indonesia berperan selaku lembaga penegak hukum di 

Indonesia dengan fungsi sebagai penyidik dalam kasus pidana tertentu, 

penuntut umum, pelaksana keputusan hakim, serta pengawas pelaksanaan 

putusan pidana bersyarat dan pidana pengawasan. Selain itu, Kejaksaan RI 

juga bertindak sebagai Pengacara Negara dan berkontribusi dalam 

memelihara ketertiban umum melewati berbagai upaya, termasuk 
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menambah kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan 

penegakan hukum, juga mengawasi aliran kepercayaan serta mencegah 

penodaan agama. 

- Para anggota Kejaksaan RI memiliki pendekatan profesional dalam 

menjalankan tugasnya, yang didasarkan pada nilai-nilai TRI KRAMA 

ADHYAKSA, kompetensi, kapabilitas, pengetahuan luas, wawasan yang 

mendalam, pengalaman kerja yang memadai, juga ketaatan pada aturan dan 

kode etik profesi. 

- Pada setiap pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan selalu berusaha untuk 

mencapai proporsionalitas dengan menyeimbangkan aspek yang tersurat 

dan tersirat, dengan tanggung jawab penuh, kepatuhan pada azas, 

efektivitas, efisiensi, dan penghargaan terhadap hak-hak publik. 

- Kejaksaan Republik Indonesia berkomitmen untuk menjalankan kinerjanya 

secara akuntabel yang bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku. 

Misi Kejaksaan Tinggi Lampung :  

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Khususnya  Kejaksaan 

Tinggi Lampung Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana.  

2. Meningkatkan Profesionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak 

Pidana. 

1. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah 

Perdata dan Tata Usaha Negara. 

2. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan 

Masyarakat. 

3. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan 

Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
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3. Tugas Pokok dan Fungsi  

 

Berdalsalrkaln Undalng Undalng No.11 Tahun 2021 terkait Perubahan Atas 

Undang-undang No.16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia, 

berikut ialah tugals daln wewenalng Kejalksalaln dallalm bidalng pidalnal: 

1. Melalkukaln penuntutaln; 

2. Melalksalnalkaln penetalpaln halkim daln putusaln pengaldilaln yalng telalh 

memperoleh kekualtaln hukum tetalp; 

3. Melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp pelalksalnalaln putusaln pidalnal bersyalralt, 

putusaln pidalnal pengalwalsaln, daln keputusaln lepals bersyalralt; 

4. Melalkukaln penyidikaln terhaldalp tindalk pidalnal tertentu berdalsalrkaln Undalng- 

Undalng; 

5. Melengkalpi berkals perkalral tertentu daln untuk itu dalpalt melalkukaln 

pemeriksalaln talmbalhaln sebelum dilimpalhkaln ke pengaldilaln yalng dallalm 

pelalksalnalalnnyal dikoordinalsikaln dengaln penyidik. 

Paldal bidalng Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral: Kejalksalaln dengaln kualsal khusus, 

dalpalt bertindalk balik di dallalm malupun di lualr pengaldilaln untuk daln altals nalmal 

negalral altalu pemerintalh. Dallalm bidalng ketertibaln daln ketenteralmaln umum, 

Kejalksalaln turut menyelenggalralkaln kegialtaln: 

1. Peningkaltaln kesaldalraln hukum malsyalralkalt; 

2. Pengalmalnaln kebijalkaln penegalkaln hukum; 

3. Pengalwalsaln peredalraln balralng cetalkaln; 

4. Pengalwalsaln alliraln kepercalyalaln yalng dalpalt membalhalyalkaln malsyalralkalt daln 

negalral; 

5. Pencegalhaln penyallalhgunalaln daln/altalu penodalaln algalmal; 

6. Penelitialn daln pengembalngaln hukum sertal staltistik kriminall. 

Pada kegiatan pemulihan aset, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk 

melaksanakan penelusuran, perampasan, juga pengembalian aset yang 

merupakan hasil dari tindak pidana, serta aset lainnya yang dapat dikembalikan 
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pada negara, korban, ataupun pihak yang berhak. Pada konteks intelijen 

penegakan hukum, Kejaksaan memiliki wewenang untuk: 

 

a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, juga penggalangan 

demi kepentingan penegakan hukum. 

b. Menciptakan kondisi yang mendukung juga mengamankan pelaksanaan 

pembangunan. 

c. Berkolaborasi dalam kerja sama intelijen penegakan hukum bersama lembaga 

intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara, baik di dalam ataupun di 

luar negeri. 

d. Menjalankan upaya pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

e. Melakukan pengawasan terhadap media massa. 

 

Di luar tugas beserta wewenang yang telah disebutkan, Kejaksaan juga: 

 

a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal beserta kesehatan yustisial 

Kejaksaan. 

b. Aktif pada pencarian kebenaran terkait perkara pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat juga konflik sosial tertentu untuk mencapai keadilan. 

c. Berperan guna melangsungkan penanganan perkara pidana yang 

memperlibatkan saksi beserta korban, juga proses rehabilitasi, restitusi, 

beserta kompensasi. 

d. Melangsungkan mediasi penal, serta sita eksekusi guna pembayaran pidana 

denda juga pidana pengganti serta restitusi. 

e. Memberikan keterangan selaku informasi beserta verifikasi terkait dugaan 

pelanggaran hukum yang tengah atau sudah diproses pada perkara pidana 

atas permintaan instansi yang berwenang. 

f. Melangsungkan fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan/atau 

bidang publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-

Undang. 
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g. Melangsungkan sita eksekusi guna pembayaran pidana denda beserta uang 

pengganti. 

h. Mengajukan peninjauan kembali. 

i. Melangsungkan penyadapan sesuai dengan peraturan khusus yang mengatur 

terkait penyadapan beserta menjalankan pusat pemantauan di bidang tindak 

pidana. 

Dallalm melalksalnalkaln tugals Kejalksalaln menyelenggalralkaln fungsi, yalitu: 

a. Perumusaln kebijalkaln pelalksalnalaln daln kebijalkaln teknis, pemberialn 

bimbingaln daln pembinalaln sertal pemberialn perizinaln berdalsalrkaln ketentualn 

peralturaln Perundalng-Undalngaln daln kebijalkaln umum yalng ditetalpkaln 

presiden; 

b. Penyelenggalralaln pembalngunaln pralsalralnal daln salralnal, pembinalaln malnaljemen, 

aldministralsi, orgalnisalsi daln ketaltallalksalnalaln sertal pengelolalaln altals kekalyalaln 

milik negalral yalng menjaldi talnggung jalwalbnyal; 

c. Pelalksalnalaln penegalkaln hukum balik preventif malupun represif yalng 

berintikaln kealdilaln di bidalng pidalnal, penyelenggalralaln intelijen yustisiall di 

bidalng ketertibaln daln ketenteralmaln umum, pemberialn balntualn, 

pertimbalngaln, pelalyalnaln daln penegalkaln hukum paldal bidalng Perdaltal daln Taltal 

Usalhal Negalral sertal tindalkaln hukum daln tugals lalin, untuk menjalmin 

kepalstialn hukum, menegalkkaln kewibalwalaln pemerintalh daln penyelalmaltaln 

kekalyalaln negalral, berdalsalrkaln ketentualn peralturaln Perundalng-Undalngaln daln 

kebijalkaln umum yalng ditetalpkaln oleh presiden; 

d. Penempaltaln seoralng tersalngkal altalu terdalkwal di rumalh salkit altalu tempalt 

peralwaltaln jiwal altalu tempalt lalin yalng lalyalk berdalsalrkaln penetalpaln halkim 

kalrenal tidalk malmpu berdiri sendiri altalu disebalbkaln hall-hall yalng dalpalt 

membalhalyalkaln oralng lalin, lingkungaln altalu dirinyal sendiri; 

e. Pemberialn pertimbalngaln hukum kepaldal lembalgal, instalnsi pemerintalh di 

pusalt daln di daleralh, Baldaln Usalhal Milik Negalral, Baldaln Usalhal Milik Daleralh 

dallalm menyusun peralturaln Perundalng-Undalngaln sertal peningkaltaln 

kesaldalraln hukum malsyalralkalt; daln 
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f. Penyelenggalralaln koordinalsi, bimbingaln daln petunjuk teknis sertal 

pengalwalsaln yalng balik ke dallalm malupun dengaln instalnsi terkalit altals 

pelalksalnalaln tugals berdalsalrkaln ketentualn peralturaln Perundalng-Undalngaln daln 

kebijalkaln yalng ditetalpkaln oleh Presiden. 

Dallalm melalksalnalkaln tugals daln fungsi, Kejalksalaln dituntut malmpu mewujudkaln 

kepalstialn hukum, ketertibaln hukum, kealdilaln daln kebenalraln berdalsalrkaln 

hukum, mengindalhkaln normal kealgalmalaln, kesopalnaln, daln kesusilalaln sertal waljib 

menggalli nilali kemalnusialaln, hukum daln kealdilaln yalng hidup dallalm malsyalralkalt. 

Mengalcu paldal Undalng Undalng No.11 Tahun 2021 terkait Perubahan Atas 

Undang-undang No.16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia. 

Kejalksalaln sebalgali sallalh saltu lembalgal penegalk hukum dituntut untuk lebih 

berperaln dallalm menegalkkaln supremalsi hukum, perlindungaln kepentingaln 

umum, penegalkaln halk alsalsi malnusial, sertal pemberalntalsaln Korupsi, Kolusi, daln 

Nepotisme (KKN).  

 

4. Sejalralh Lokalsi Tempalt Malgalng 

a. Sebelum Reformalsi 

Istilalh Kejalksalaln sebenalrnyal sudalh aldal sejalk lalmal di Indonesial. Paldal zalmaln 

keraljalaln Hindu-Jalwal di Jalwal Timur, yalitu paldal malsal Keraljalaln Maljalpalhit, istilalh 

dhyalksal, aldhyalksal, daln dhalrmaldhyalksal sudalh mengalcu paldal posisi daln jalbaltaln 

tertentu di keraljalaln. Istilalh-istilalh ini beralsall dalri balhalsal kuno, yalkni dalri kaltal-

kaltal yalng salmal dallalm Balhalsal Salnsekertal. Seoralng peneliti Belalndal, W.F. 

Stutterheim mengaltalkaln balhwal dhyalksal aldallalh pejalbalt negalral di zalmaln 

Keraljalaln Maljalpalhit, tepaltnyal di salalt Pralbu Halyalm Wuruk tengalh berkualsal 

(1350-1389 M). Dhyalksal aldallalh halkim yalng diberi tugals untuk menalngalni 

malsallalh peraldilaln dallalm sidalng pengaldilaln. Palral dhyalksal ini dipimpin oleh 

seoralng aldhyalksal, yalkni halkim tertinggi yalng memimpin daln mengalwalsi palral 

dhyalksal taldi. 

Kesimpulaln ini didukung peneliti lalinnyal yalkni H.H. Juynboll, yalng 

mengaltalkaln balhwal aldhyalksal aldallalh pengalwals (opzichter) altalu halkim tertinggi 
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(oppenrrechter). Krom daln Valn Vollenhoven, jugal seoralng peneliti Belalndal, 

balhkaln menyebut balhwal paltih terkenall dalri Maljalpalhit yalkni Galjalh Maldal, jugal 

aldallalh seoralng aldhyalksal. Paldal malsal pendudukaln Belalndal, baldaln yalng aldal 

relevalnsinyal dengaln Jalksal daln Kejalksalaln alntalral lalin aldallalh Openbalalr 

Ministerie. Lembalgal ini yalng menitalhkaln pegalwali-pegalwalinyal berperaln sebalgali 

Malgistralalt daln Officier valn Justitie di dallalm sidalng Lalndralald (Pengaldilaln 

Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengaldilaln Justisi) daln Hooggerechtshof 

(Malhkalmalh Algung) dibalwalh perintalh lalngsung dalri Residen/Alsisten Residen. 

Halnyal saljal, paldal pralkteknyal, fungsi tersebut lebih cenderung sebalgali 

perpalnjalngaln talngaln Belalndal belalkal. Dengaln kaltal lalin, Jalksal daln Kejalksalaln 

paldal malsal penjaljalhaln belalndal mengembaln misi terselubung yalkni alntalral lalin: 

1. Mempertalhalnkaln segallal peralturaln Negalral 

2. Melalkukaln penuntutaln segallal tindalk pidalnal 

3. Melalksalnalkaln putusaln pengaldilaln pidalnal yalng berwenalng 

Fungsi sebalgali allalt pengualsal itu alkaln salngalt kentalral, khususnyal dallalm 

meneralpkaln delik-delik yalng berkalitaln dengaln haltzalali alrtikelen yalng terdalpalt 

dallalm Wetboek valn Stralfrecht (WvS). Peralnaln Kejalksalaln sebalgali saltu-saltunyal 

lembalgal penuntut secalral resmi difungsikaln pertalmal kalli oleh Undalng-Undalng 

pemerintalh zalmaln pendudukaln tentalral Jepalng No. 1/1942, yalng kemudialn 

digalnti oleh Osalmu Seirei No.3/1942, No.2/1944 daln No.49/1944. Eksistensi 

kejalksalaln itu beraldal paldal seluruh jenjalng pengaldilaln, yalkni sejalk Salikoo 

Hoooin (pengaldilaln algung), Koootooo Hooin (pengaldilaln tinggi) daln Tihooo 

Hooin (pengaldilaln negeri). Paldal malsal itu, secalral resmi digalriskaln balhwal 

Kejalksalaln memiliki kekualsalaln untuk: 

1. Mencalri (menyidik) kejalhaltaln daln pelalnggalraln 

2. Menuntut Perkalral 

3. Menjallalnkaln putusaln pengaldilaln dallalm perkalral kriminall. 

4. Mengurus pekerjalaln lalin yalng waljib dilalkukaln menurut hukum. 

Begitu Indonesial merdekal, fungsi seperti itu tetalp dipertalhalnkaln dallalm Negalral 

Republik Indonesial. Hall itu ditegalskaln dallalm Palsall II Alturaln Perallihaln UUD 
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1945, yalng diperjelals oleh Peralturaln Pemerintalh (PP) Nomor 2 Talhun 1945. 

Isinyal mengalmalnaltkaln balhwal sebelum Negalral R.I. membentuk baldaln-baldaln 

daln peralturaln negalralnyal sendiri sesuali dengaln ketentualn Undalng-Undalng Dalsalr, 

malkal segallal baldaln daln peralturaln yalng aldal malsih lalngsung berlalku. 

Kalrenal itulalh, secalral yuridis formall, Kejalksalaln R.I. telalh aldal sejalk kemerdekalaln 

Indonesial diproklalmalsikaln, yalkni talnggall 17 Algustus 1945. Dual halri setelalhnyal, 

yalkni talnggall 19 Algustus 1945, dallalm ralpalt Palnitial Persialpaln Kemerdekalaln 

Indonesial (PPKI) diputuskaln kedudukaln Kejalksalaln dallalm struktur Negalral 

Republik Indonesial, yalkni dallalm lingkungaln Depalrtemen Kehalkimaln. 

Kejalksalaln RI terus mengallalmi berbalgali perkembalngaln daln dinalmikal secalral 

terus menerus sesuali dengaln kurun walktu daln perubalhaln sistem pemerintalhaln. 

Sejalk alwall eksistensinyal, hinggal kini Kejalksalaln Republik Indonesial telalh 

mengallalmi 22 periode kepemimpinaln Jalksal Algung. Seiring dengaln perjallalnaln 

sejalralh ketaltalnegalralaln Indonesial, kedudukaln pimpinaln, orgalnisalsi, sertal taltal 

calral kerjal Kejalksalaln RI, jugal jugal mengallalmi berbalgali perubalhaln yalng 

disesualikaln dengaln situalsi daln kondisi malsyalralkalt, sertal bentuk negalral daln 

sistem pemerintalhaln. 

Menyalngkut Undalng-Undalng tentalng Kejalksalaln, perubalhaln mendalsalr pertalmal 

beralwall talnggall 30 Juni 1961, salalt pemerintalh mengesalhkaln Undalng-Undalng 

Nomor 15 Talhun 1961 tentalng Ketentualn-Ketentualn Pokok Kejalksalaln RI. 

Undalng-Undalng ini menegalskaln Kejalksalaln sebalgali allalt negalral penegalk hukum 

yalng bertugals sebalgali penuntut umum (palsall 1), penyelenggalralaln tugals 

depalrtemen Kejalksalaln dilalkukaln Menteri/Jalksal Algung (Palsall 5) daln susunaln 

orgalnisalsi yalng dialtur oleh Keputusaln Presiden. Terkalit kedudukaln, tugals daln 

wewenalng Kejalksalaln dallalm ralngkal sebalgali allalt revolusi daln penempaltaln 

kejalksalaln dallalm struktur orgalnisalsi depalrtemen, disalhkaln Undalng-Undalng 

Nomor 16 Talhun 1961 tentalng Pembentukaln Kejalksalaln Tinggi. Paldal malsal Orde 

Balru aldal perkembalngaln balru yalng menyalngkut Kejalksalaln RI sesuali dengaln 

perubalhaln dalri Undalng-Undalng Nomor 15 Talhun 1961 kepaldal Undalng-Undalng 

Nomor 5 Talhun 1991, tentalng Kejalksalaln Republik Indonesial. Perkembalngaln itu 

jugal mencalkup perubalhaln mendalsalr paldal susunaln orgalnisalsi sertal taltal calral 



30  

 

 

institusi Kejalksalaln yalng didalsalrkaln paldal aldalnyal Keputusaln Presiden No. 55 

Talhun 1991 tertalnggall 20 November 1991. 

b. Malsal Reformalsi 

Malsal Reformalsi haldir ditengalh gencalrnyal berbalgali sorotaln terhaldalp pemerintalh 

Indonesial sertal lembalgal penegalk hukum yalng aldal, khususnyal dallalm 

penalngalnaln Tindalk Pidalnal Korupsi. Kalrenal itulalh, memalsuki malsal reformalsi 

Undalng-Undalng tentalng Kejalksalaln jugal mengallalmi perubalhaln, yalkni dengaln 

diundalngkalnnyal Undalng-Undalng Nomor 16 Talhun 2004 untuk menggalntikaln 

Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1991. Kehaldiraln Undalng-Undalng ini disalmbut 

gembiral balnyalk pihalk lalntalraln dialnggalp sebalgali peneguhaln eksistensi 

Kejalksalaln yalng merdekal daln bebals dalri pengalruh kekualsalaln pemerintalh, 

malupun pihalk lalinnyal. 

Dallalm Undalng-Undalng No.16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln RI, Palsall 2 alyalt 

(1) ditegalskaln balhwal “Kejalksalaln R.I. aldallalh lembalgal pemerintalh yalng 

melalksalnalkaln kekualsalaln negalral dallalm bidalng penuntutaln sertal kewenalngaln lalin 

berdalsalrkaln Undalng-Undalng”. Kejalksalaln sebalgali pengendalli proses perkalral 

(Dominus Litis), mempunyali kedudukaln sentrall dallalm penegalkaln hukum, 

kalrenal halnyal institusi Kejalksalaln yalng dalpalt menentukaln alpalkalh sualtu kalsus 

dalpalt dialjukaln ke Pengaldilaln altalu tidalk berdalsalrkaln allalt bukti yalng salh menurut 

Hukum Alcalral Pidalnal. Disalmping sebalgali penyalndalng Dominus Litis, Kejalksalaln 

jugal merupalkaln saltu-saltunyal instalnsi pelalksalnal putusaln pidalnal (executive 

almbtenalalr). Kalrenal itulalh, Undalng-Undalng Kejalksalaln yalng balru ini dipalndalng 

lebih kualt dallalm menetalpkaln kedudukaln daln peraln Kejalksalaln RI sebalgali 

lembalgal negalral pemerintalh yalng melalksalnalkaln kekualsalaln negalral di bidalng 

penuntutaln. 

Mengalcu paldal UU tersebut, malkal pelalksalnalaln kekualsalaln negalral yalng diembaln 

oleh Kejalksalaln, halrus dilalksalnalkaln secalral merdekal. Penegalsaln ini tertualng 

dallalm Palsall 2 alyalt (2) UU No. 16 Talhun 2004, balhwal Kejalksalaln aldallalh 

lembalgal pemerintalh yalng melalksalnalkaln kekualsalaln negalral di bidalng penuntutaln 

secalral merdekal. Alrtinyal, balhwal dallalm melalksalnalkaln fungsi, tugals daln 
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wewenalngnyal terlepals dalri pengalruh kekualsalaln pemerintalh daln pengalruh 

kekualsalaln lalinnyal. Ketentualn ini bertujualn melindungi profesi Jalksal dallalm 

melalksalnalkaln tugals profesionallnyal. UU No. 16 Talhun 2004 tentalng Kejalksalaln 

R.I. jugal telalh mengaltur tugals daln wewenalng Kejalksalaln sebalgalimalnal 

ditentukaln dallalm Palsall 30, yalitu : 

(1)  Dallalm Pidalnal, Kejalksalaln mempunyali tugals daln wewenalng: 

1. Melalkukaln penuntutaln; 

2. Melalksalnalkaln penetalpaln halkim daln putusaln pengaldilaln yalng telalh 

memperoleh kekualtaln hukum tetalp; 

3. Melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp pelalksalnalaln putusaln pidalnal bersyalralt, 

putusaln pidalnal pengalwalsaln, daln keputusaln bersyalralt; 

4. Melalksalnalkaln penyidikaln terhaldalp tindalk pidalnal tertentu berdalsalrkaln 

Undalng-Undalng; 

5. Melengkalpi berkals perkalral tertentu daln untuk itu dalpalt melalkukaln 

pemeriksalaln talmbalhaln sebelum dilimpalhkaln ke pengaldilaln yalng dallalm 

pelalksalnalalnnyal dikoordinalsikaln dengaln penyidik. 

(2)  Dallalm bidalng Perdaltal daln Taltal Usalhal Negalral, Kejalksalaln dengaln kualsal 

khusus dalpalt bertindalk di dallalm malupun di lualr pengaldilaln untuk daln altals 

nalmal negalral altalu pemerintalh 

(3)  Dallalm bidalng Ketertibaln daln Ketentralmaln Umum, Kejalksalaln turut 

menyelenggalralkaln kegialtaln: 

1. Peningkaltaln kesaldalraln hukum malsyalralkalt; 

2. Pengalmalnaln kebijalkaln penegalkaln hukum; 

3. Pengalmalnaln peredalraln balralng cetalkaln; 

4. Pengalwalsaln alliraln kepercalyalaln yalng dalpalt membalhalyalkaln malsyalralkalt daln 

negalral; 

5. Pencegalhaln penyallalhgunalaln daln/altalu penodalaln algalmal; 

6. Penelitialn daln pengembalngaln hukum staltistik kriminall. 

Selalin itu, Palsall 31 UU No. 16 Talhun 2004 menegalskaln balhwal Kejalksalaln dalpalt 

memintal kepaldal halkim untuk menetalpkaln seoralng terdalkwal di rumalh salkit altalu 

tempalt peralwaltaln jiwal, altalu tempalt lalin yalng lalyalk kalrenal bersalngkutaln tidalk 



32  

 

 

malmpu berdiri sendiri altalu disebalbkaln oleh hall-hall yalng dalpalt membalhyalkaln 

oralng lalin, lingkungaln altalu dirinyal sendiri. Palsall 32 Undalng-Undalng No. 16 

Talhun 2004 tersebut menetalpkaln balhwal di salmping tugals daln wewenalng 

tersebut dallalm Undalng-Undalng ini, Kejalksalaln dalpalt diseralhi tugals daln 

wewenalng lalin berdalsalrkaln Undalng-Undalng. Selalnjutnyal Palsall 33 mengaltur 

balhwal dallalm melalksalnalkaln tugals daln wewenalngnyal, Kejalksalaln membinal 

hubungaln kerjalsalmal dengaln baldaln penegalk hukum daln kealdilaln sertal baldaln 

negalral altalu instalnsi lalinnyal. Kemudialn Palsall 34 menetalpkaln balhwal Kejalksalaln 

dalpalt memberikaln pertimbalngaln dallalm bidalng hukum kepaldal installalsi 

pemerintalh lalinnyal. 

Paldal malsal reformalsi pulal Kejalksalaln mendalpalt balntualn dengaln haldirnyal 

berbalgali lembalgal balru untuk berbalgi peraln daln talnggungjalwalb. Kehaldiraln 

lembalgal-lembalgal balru dengaln talnggungjalwalb yalng spesifik ini mestinyal 

dipalndalng positif sebalgali mitral Kejalksalaln dallalm memeralngi korupsi. 

Sebelumnyal, upalyal penegalkaln hukum yalng dilalkukaln terhaldalp tindalk pidalnal 

korupsi, sering mengallalmi kendallal. Hall itu tidalk saljal diallalmi oleh Kejalksalaln, 

nalmun jugal oleh Kepolisialn RI sertal baldaln-baldaln lalinnyal. Kendallal tersebut 

alntalral lalin: 

1. Modus operalndi yalng tergolong calnggih 

2. Pelalku mendalpalt perlindungaln dalri korps, altalsaln, altalu temaln-temalnnyal 

3. Objeknyal rumit (compilicalted), misallnyal kalrenal berkalitaln dengaln berbalgali 

peralturaln 

4. Sulitnyal menghimpun berbalgali bukti permulalaln 

5. Malnaljemen sumber dalyal malnusial 

6. Perbedalaln persepsi daln interprestalsi (kallalngaln lembalgal penegalk hukum yalng 

aldal) 

7. Salralnal daln pralsalralnal yalng belum memaldali 

8. Teror psikis daln fisik, alncalmaln, pemberitalaln negaltif, balhkaln penculikaln sertal 

pembalkalraln rumalh penegalk hukum 

Upalyal pemberalntalsaln korupsi sudalh dilalkukaln sejalk dulu dengaln pembentukaln 

berbalgali lembalgal. Kendalti begitu, pemerintalh tetalp mendalpalt sorotaln dalri 
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walktu ke walktu sejalk rezim Orde Lalmal. Undalng-Undalng Tindalk Pidalnal 

Korupsi yalng lalmal yalitu UU No. 31 Talhun 1971, dialnggalp kuralng bergigi 

alhasil digalnti dengaln UU No. 31 Talhun 1999. Dallalm UU ini dialtur pembuktialn 

terballik balgi pelalku korupsi daln jugal pemberlalkualn salnksi yalng lebih beralt, 

balhkaln hukumaln malti balgi koruptor. Belalkalngaln UU ini jugal dipalndalng lemalh 

daln menyebalbkaln lolosnyal palral koruptor kalrenal tidalk aldalnyal Alturaln Perallihaln 

dallalm UU tersebut. Polemik tentalng kewenalngaln Jalksal daln Polisi dallalm 

melalkukaln penyidikaln kalsus korupsi jugal tidalk mampu diselesalikaln oleh UU 

ini. 

Alkhirnyal, UU No. 30 Talhun 2002 pada penjelalsalnnyal secalral tegals menyaltalkaln 

balhwal penegalkaln hukum daln pemberalntalsaln korupsi yalng dilalkukaln secalral 

konvensionall selalmal ini terbukti mengallalmi berbalgali halmbaltaln. Untuk itu, 

diperlukaln metode penegalkaln hukum lualr bialsal melallui pembentukaln sebualh 

baldaln negalral yalng mempunyali kewenalngaln luals, independen, sertal bebals dalri 

kekualsalaln malnalpun dallalm melalkukaln pemberalntalsaln korupsi, mengingalt 

korupsi sudalh dikaltegorikaln sebalgali extralordinalry crime. Kalrenal itu, UU No. 30 

Talhun 2002 mengalmalnaltkaln pembentukaln pengaldilaln Tindalk Pidalnal Korupsi 

yalng bertugals daln berwenalng memeriksal daln memutus tindalk pidalnal korupsi. 

Sementalral untuk penuntutalnnyal, dialjukaln oleh Komisi Pemberalntalsaln Tindalk 

Pidalnal Korupsi (KPK) yalng terdiri dalri Ketual daln 4 Walkil Ketual yalng malsing-

malsing membalwalhi empalt bidalng, yalkni Pencegalhaln, Penindalkaln, Informalsi 

daln Daltal, Pengalwalsaln internall daln Pengaldualn malsyalralkalt. Dalri ke empalt 

bidalng itu, bidalng penindalkaln bertugals melalkukaln penyidikaln daln penuntutaln. 

Tenalgal penyidiknyal dialmbil dalri Kepolisialn daln Kejalksalaln RI. Sementalral 

khusus untuk penuntutaln, tenalgal yalng dialmbil aldallalh pejalbalt fungsionall 

Kejalksalaln. Haldirnyal KPK menalndali perubalhaln fundalmentall dallalm hukum 

alcalral pidalnal, alntalral lalin di bidalng penyidikaln. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum ialah sebuah proses pengkajian masalah hukum tertentu melalui 

penggunaan metode, strategi, juga konsep tertentu. Dalam meraih tujuan 

penelitian, pendekatan pemecahan masalah dipergunakan sebagai teknik guna 

menemukan solusi ataupun mengatasi masalah.
39

 Ekuivalensi Skripsi ini 

mengadopsi dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. 

1. Pendekatan yuridis normatif digunakan guna mempelajari, menganalisis, 

juga menelaah beragam aspek teoritis yang berkaitan dengan asas, 

konsepsi, pandangan, aturan, doktrin, beserta sistem hukum terkait subjek 

penelitian. Dengan membaca literatur dan studi terkait, pendekatan ini 

bertujuan untuk melangsungkan pengembangan pemahaman secara 

keseluruhan mengenai materi pelajaran teoritis. 

2. Pendekatan yuridis empiris diterapkan guna mempelajari hukum pada 

konteks realitas ataupun menurut fakta yang diperoleh engan objektif di 

lapangan. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap pendapat, sikap, dan 

perilaku aparat penegak hukum, yang dilandaskan pada identifikasi hukum 

beserta efektivitas hukum yang terjadi di lapangan. 

 

 

 

 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data mampu dibedakan menurut sumbernya, yakni data yang didapat 

langsung dari lapangan serta data yang didapat dari bahan pustaka. Data tersebut 

yakni: 

                                                             
39 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004 
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1.  Data Primer 

Data yang didapat secara langsung melewati penelitian lapangan melalui 

penggunaan wawancara pada subjek penelitian, yang nantinya dilaksanakan di 

Kejaksaan Tinggi Lampung. 

2.  Data sekunder 

Data yang idapat melewati studi pustaka, mencakup bahan hukum primer, 

sekunder, juga tersier. 

1.  Bahan Hukum Primer ialah perundang-undangan yang tersusun atas: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c. Undang-undang (UU) No.11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang 

No.16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia. 

d. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak 

e. Undang-Undang No.13 Tahun 1998 terkait Kesejahteraan Anak 

f. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 terkait Penanggulangan Tindak 

Pidana Perkara Anak 

g. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.1421/Pid.Sus/2020/PN Tjk 

(Terdakwa David Hendarmo bin Sudomo). 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan pendapat hukum, doktrin, teori yang didapat dari literatur hukum, 

artikel ilmiah, hasil penelitian, juga website mengenai penelitian. Bahan sekunder 

ini khususnya dipergunakan guna memberi keterangan atas bahan hukum primer. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Penelitian ini bersumber dari literatur, kamus hukum, juga sumber daya lainnya 

yang sejalan dengan praktik di lapangan guna membantu terkait pemahaman juga 

analisis masalah. 
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C.  Penentuan Narasumber 

Penelitian ini membutuhkan partisipasi narasumber selaku sumber informasi guna 

memberi wawasan pada isu yang menjadi fokus penelitian. Narasumber merujuk 

pada individu yang memberi kontribusi informasi terkait penelitian juga 

mempunyai pengetahuan beserta informasi yang berkenaan dengan masalah yang 

tengah diinvestigasi. Narasumber pada penelitian ini mencakup: 

 

1. Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Tinggi Lampung   : 1(satu) Orang 

2. Jaksa Kasi bidang Orang, Harta, dan Benda    : 1(satu) Orang 

Pada Kejaksaan Tinggi Lampung 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menerapkan dua teknik utama, yaitu 

studi pustaka besserta studi lapangan: 

a. Studi pustaka (library research) melibatkan peninjauan bahan pustaka juga 

kajian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan topik 

penelitian. 

b.Studi lapangan (field research) dilangsungkan dengan menghimpun data 

langsung di lokasi penelitian. Wawancara merupakan metode yang 

digunakan, di mana pertanyaan diajukan kepada partisipan penelitian 

dengan mempergunakan pedoman yang sebelumnya sudah disiapkan. 

Pedoman tersebut mampu diubah sepanjang proses penelitian, mengingat 

karakter wawancara yang bersifat terbuka juga mendalam. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Sesudah data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan 

proses pengolahan data lapangan atau empiris untuk memastikan bahwa 

data yang telah diperoleh dapat digunakan secara efektif dalam menangani 
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permasalahan yang sedang diinvestigasi pada skripsi. Proses pengolahan 

data melibatkan serangkaian tahapan antara lain: 

a. Seleksi Data: Memilih data yang telah terhimpun dan memeriksa 

kelengkapannya, baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, 

sesuai dengan fokus penelitian. 

b. Klasifikasi Data: Memilah atau mengelompokkan data ke dalam 

kategori yang sebelumnya sudah ditetapkan, untuk memperoleh 

informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

c. Sistematisasi Data: Mengorganisir data yang saling terkait menjadi 

unit yang kohesif juga terpadu, dengan sub-topik yang diatur 

berdasarkan suatu sistem tertentu, guna memfasilitasi pemahaman 

data.. 

 

E. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh pada saat penelitian akan dianalisis secara kualitatif 

dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan serta uraian kalimat 

yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca untuk diinterpretasikan dan 

disimpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 



 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa Jaksa dalam perannya sebagai Penuntut Umum, memiliki tanggung 

jawab utama untuk melakukan penuntutan dalam berbagai kasus tindak pidana 

dan melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap. Kasus pencabulan anak, termasuk dalam acara 

pemeriksaan biasa, menuntut bahwa proses penuntutan dalam kasus pemerkosaan 

didasarkan pada surat dakwaan yang harus dibuktikan di sidang Pengadilan. 

Proses ini diakhiri dengan tuntutan hukum (Requisitoir), sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam KUHAP. Tata cara penuntutan pidana harus merujuk pada Surat 

Edaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, yakni Surat Edaran Nomor: SE-

003/JA/8/1988 yang telah diperbaharui melalui Surat Edaran Nomor: SE. 

001/J.A/4/1995 mengenai Pedoman Tuntutan Pidana. 

2. Bahwa tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum memiliki tujuan Mencapai 

keadilan bersama dengan menjaga ketertiban hukum dan kepastian hukum 

merupakan suatu tujuan. Keadilan yang dicapai tanpa mempertimbangkan 

kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakstabilan dan menciptakan contoh 

yang tidak baik. Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum akan memiliki 

dampak signifikan pada masyarakat. Misal dengan adanya tuntutan ini, kejahatan 

serupa tidak akan terjadi lagi dalam masyarakat. Demi mencapai keseimbangan 

masyarakat, penuntut umum telah melihat kasus ini secara umum, memperhatikan 

dampak terhadap masyarakat dan bukan lagi pada korban. Dampaknya bukan 

masalah berat ringannya suatu tuntutan melainkan dengan adanya penuntutan ini, 

apakah menimbulkan efek jera di masyarakat supaya kejahatan serupa tidak lagi 

terjadi kepada orang lain, sehingga hal ini menimbulkan terciptanya 

keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat dan menciptakan keadilan. 
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B. Saran 

1. Penuntut umum perlu teliti dalam merumuskan tuntutan, termasuk menentukan 

tindak pidana dan pasal yang akan dikenakan. Kesalahan dalam merumuskan 

tuntutan dapat berakibat fatal, seperti pembatalan perkara. Selain itu,  penting bagi 

penuntut umum untuk melakukan koordinasi yang baik dalam penanganan 

perkara, termasuk dalam proses pra penuntutan dan penelitian berkas perkara. 

Setelah tuntutan diterima, Penuntut umum harus memverifikasi bahwa 

pelaksanaan hukuman oleh hakim sesuai dengan norma hukum. Tanggung jawab 

penuntut umum juga melibatkan perlindungan terhadap kepentingan hukum 

negara dan masyarakat, yang mencakup peninjauan terhadap keputusan 

pengadilan yang dianggap tidak memadai, serta kemungkinan mengajukan 

banding jika dianggap perlu. 

2. Penuntut umum harus bekerja sama dengan lembaga penegakan hukum, seperti 

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri, untuk mencapai keseimbangan 

kepentingan korban dan masyarakat. Selain itu, dalam menyelesaikan perkara 

pidana, penuntut umum dapat menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk 

memastikan bahwa hukuman yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan ketentuan 

hukum. Penuntut umum perlu melakukan koordinasi yang baik dalam penanganan 

perkara, termasuk dengan pihak korban dan masyarakat. Hal ini melibatkan 

komunikasi transparan dan terbuka untuk mendapatkan informasi dan saran dari 

pihak terlibat. Jika diperlukan, penuntut umum dapat mengajukan tambahan untuk 

mencari keseimbangan kepentingan korban dan masyarakat. Hal ini bisa 

melibatkan penelitian tambahan, konsultasi dengan pihak terlibat, atau 

pengambilan keputusan yang berasal dengan hakim. 
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